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ABSTRAK 
 
This paper discusses the motivations behind voluntary disclosures, especially in triple- bottom-line reporting. The 
discussion is emphasized on the analysis of those motivations based on the studies conducted by scholars in triple 
bottom-line reporting. Depending on the theoretical perspective adopted, different motivations can be attributed 
to particular actions. This paper considers some possible motivations that might drive organisations to produce 
social and environmental information. However, it must be kept in mind that it can never been sure what the 
real motivation might be nor can we ever hope to provide a comprehensive list of motivations. This paper reveals 
the motivations for disclosing social and environmental information could include: to influence the perceived 
legitimacy of the organisation; to manage particular (and possibly, powerful) stakeholder groups; to increase the 
wealth of the shareholders and the managers of the organisation; a belief by the managers that the entity has an 
accountability (or a duty) to provide particular information; and to forestall efforts to introduce more onerous 
disclosure regulations. 
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PENDAHULUAN 
 
Di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir, sejumlah perusahaan (walaupun 
masih dalam jumlah terbatas, tetapi menunjukkan angka peningkatan) telah mulai 
mendiskusikan bermacam-macam isu akuntansi pertanggungjawaban sosial yang pada 
umumnya disebut dengan istilah triple-bottom-line reporting. Triple-bottom-line reporting didefinisikan 
oleh Elkington (1997) sebagai laporan yang menyediakan informasi mengenai kinerja ekonomi, 
lingkungan, dan sosial sebuah organisasi/perusahaan. Hal tersebut merupakan pergeseran dari 
era pelaporan sebelumnya yang secara tradisional hanya mengungkap kinerja 
keuangan/ekonomi dari sebuah organisasi/perusahaan. Hal terpenting dari pelaporan tiga 
komponen kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial adalah dukungan disiplin akuntansi 
terhadap konsep dan tujuan dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang 
menjadi agenda penting negara-negara di dunia dan perusahaan sejak tahun 1990. Ada 
beberapa definisi mengenai pembangunan berkelanjutan (sustainable development), tetapi yang 
paling populer adalah definisi menurut Brundland Report 1987, “pembangunan yang mampu 
memenuhi kebutuhan dunia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 
kebutuhan mereka di saat mendatang”. 
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Pelaporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan sebuah organisasi/perusahaan 
dimaksudkan untuk merepresentasikan komponen-komponen di dalam pelaporan keuangan 
pada umumnya. Dalam terminologi akuntansi pertanggungjawaban sosial pelaporan tersebut 
dikenal dengan pelaporan pertanggungjawaban sosial (social-responsibility reporting). Definisi yang 
sangat jelas tentang pelaporan pertanggungjawaban sosial masih sulit ditemukan dalam 
literatur akuntansi. Pendefinisian tersebut memerlukan banyak pertimbangan dan konsensus 
mengenai apa saja yang layak dimasukkan ke dalam tanggung jawab sosial organisasi/ 
perusahaan. Pada kenyataannya konsensus tersebut belum sampai pada taraf kata sepakat. 
Akan tetapi jika kita mendiskusikan tentang pilihan sebuah organisasi/perusahaan dalam 
mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, kita akan sepakat bahwa 
sebuah organisasi/perusahaan mempunyai tanggung jawab yang harus diungkap yang 
berkaitan dengan akuntabilitasnya, tidak hanya dalam kinerja keuangannya tetapi juga kinerja 
secara sosial dan lingkungan. Masyarakat tentu akan mempunyai persepsi yang berbeda 
mengenai tanggung jawab sebuah organisasi/perusahaan. Perbedaan tersebut muncul 
kemungkinan karena disebabkan oleh perbedaan sudut pandang antara individu, perbedaan 
kultur dan juga rentang waktu. 
Pelaporan sosial yang merupakan komponen dari laporan pertanggungjawaban sosial, 
menyediakan informasi mengenai hasil interaksi dan dampak-dampak yang muncul akibat 
operasi organisasi/perusahaan dengan masyarakat. Sedangkan pelaporan lingkungan adalah 
pengkomunikasian kinerja lingkungan sebuah organisasi/perusahaan kepada para stakeholders. 
Pada umumnya pelaporan lingkungan masih merupakan pelaporan yang bersifat sukarela 
(voluntary disclosure). Informasi yang diungkap dalam pelaporan tersebut adalah informasi 
dampak lingkungan organisasi/perusahaan, kinerja manajemen dalam mengelola dampak 
lingkungan tersebut, dan kontribusi organisasi/perusahaan terhadap pengembangan/ 
pembangunan ekologi yang berkelanjutan. 
Regulasi mengenai publikasi terhadap pengungkapan informasi yang berkaitan dengan 
kinerja sosial/lingkungan organisasi/perusahaan masih sangat minim. Akan tetapi seperti yang 
kita saksikan pula dalam pelaporan pertanggungjawaban, beberapa organisasi/perusahaan telah 
dengan suka rela mengungkap informasi mengenai kinerjanya di bidang sosial dan lingkungan. 
Banyak riset akuntansi yang telah mencoba untuk mengetahui motivasi apa sebenarnya yang 
melatarbelakangi organisasi/perusahaan dengan suka rela mengungkap informasi kinerja sosial 
dan lingkungan. Artikel ini mendiskusikan beberapa kemungkinan motivasi yang mendorong 
organisasi/perusahaan melaporkan kepada publik kinerja sosial dan lingkungannya. Akan 
tetapi perlu dicatat bahwa kita tidak akan pernah bisa mengungkap motivasi yang sebenarnya. 
Beberapa motivasi yang mungkin mendorong pengungkapan informasi kinerja sosial dan 
lingkungan misalnya: 
1. untuk mempertahankan legitimasi operasi perusahaan (Teori Legitimasi); 
2. untuk mengelola atau mempengaruhi kelompok stakeholder tertentu yang 
dipandang mempunyai pengaruh kuat;  
3. untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham dan manajer perusahaan; 
4. keyakinan manajer bahwa perusahaan mempunyai akuntabilitas atau tugas untuk 
menyediakan informasi tertentu; 
5. untuk menghalangi/mendahului usaha-usaha pengenalan/pembuatan regulasi 
pengungkapan (disclosure) yang lebih memberatkan. 
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Motivasi mempertahankan legitimasi operasi perusahaan 
  Menurut Teori Legitimasi, organisasi/perusahaan melakukan aktivitas tertentu, 
termasuk dalam hal pengungkapan informasi, karena dalam rangka untuk memperoleh 
legitimasi dari masyarakat sekitar di mana organisasi/perusahaan tersebut beroperasi. 
  Teori Legitimasi menjelaskan bahwa kebijakan di dalam pengungkapan informasi 
akuntansi kepada publik digunakan oleh organisasi/perusahaan bersangkutan sebagai strategi 
untuk menjaga hubungan baik antara organisasi/perusahaan tersebut dengan pihak-pihak luar 
(terutama stakeholders). Sebuah organisasi/perusahaan dipandang sebagai sebuah bagian dari 
sistem sosial yang lebih luas di mana kelangsungan hidupnya dan kesuksesannya tergantung 
kepada kesesuaian aktivitas organisasi/perusahaan dengan ekspektasi/harapan masyarakat. 
Kegagalan sebuah organisasi/perusahaan di dalam memenuhi ekspektasi/harapan masyarakat, 
akan mengakibatkan organisasi/perusahaan tersebut mendapat sanksi dari masyarakat, berupa 
pembatasan terhadap legalitas operasi organisasi/perusahaan, pembatasan terhadap akses 
sumber daya seperti modal keuangan dan tenaga kerja, dan pengurangan konsumsi oleh 
masyarakat terhadap produk dari organisasi/perusahaan tersebut. 
Teori Legitimasi bertumpu kepada sebuah teori tentang kontrak sosial. Istilah kontrak 
sosial bisa diartikan sebagai “ijin dari masyarakat untuk beroperasi”.  Frase tersebut pada saat 
ini banyak dipakai oleh beberapa perusahaan pertambangan di Australia. Sebagai contoh, 
WMC Ltd, dalam laporan dengan judul Environmental Progress Report (1998) menyatakan seperti 
berikut ini: 
Good environment management requires more than written procedures and policies. We must 
continue translating our words into action. This has become more challenging as community expectations 
of business behaviour rise…. A company that does not address public expectations cannote expect to 
maintain its “licence to operate” and will inevitably founder in increasing government regulation and 
public opposition. 
 
Pada dasarnya “kontrak sosial” diartikan sebagai kontrak antara organisasi/perusahaan 
dengan masyarakat yang memiliki ekspektasi tertentu mengenai bagaimana 
organisasi/perusahaan tersebut melakukan aktivitasnya. Kegagalan di dalam mentaati kontrak 
sosial tersebut akan sangat merugikan bagi keberadaan dan kelangsungan hidup 
organisasi/perusahaan tersebut. Terminologi “kontrak sosial” bukan hal yang baru, tetapi 
sudah dikembangkan sangat lama sekali. Istilah tersebut diderivasi dari teori ekonomi politik 
dan diadopsi oleh filosof-filosof terkenal seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke 
(1623-1704), dan Jean-jacques Rousseau (1712-1778). 
Shocker dan Sethi (1974, hal. 67) mendeskripsikan kontrak sosial dengan analisis 
bahwa, setiap institusi tidak terkecuali institusi bisnis melakukan operasinya berdasarkan 
sebuah kontrak sosial, yang diekspresikan dan diimplikasikan, sehingga kelangsungan hidup 
dan pertumbuhan institusi tersebut akan tergantung kepada: 
1. kemampuannya dalam menghasilkan produk/jasa yang diinginkan oleh 
masyarakat secara umum; dan 
2. distribusi keuntungan ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok masyarakat 
yang mempunyai pengaruh kuat kepada institusi bersangkutan. 
Dalam sebuah masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber kekuasaan 
organisasi/perusahaan dan kebutuhan akan produk/jasa dari organisasi/perusahaan tersebut 
yang bersifat permanen. Dengan demikian organisasi/perusahaan akan selalu mengahadapi 
dua ujian legitimasi dan relevansi, dengan cara mendemonstrasikan bahwa masyarakat tetap 
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membutuhkan produk/jasa yang dihasilkannya dan keberadaan organisasi/perusahaan masih 
menguntungkan pihak-pihak yang mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat.  
Dengan kata lain bisa diungkapkan bahwa organisasi/perusahaan yang tetap ingin 
mendapatkan legitimasi dari masyarakat, maka organisasi/perusahaan tersebut dalam 
beraktivitas harus menyesuaikan dengan  nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat sekitar 
dan memenuhi norma-norma perilaku yang umum berlaku sebagai bagian dari sebuah sistem 
sosial yang lebih luas. Jika terjadi perubahan ekspektasi/harapan masyarakat maka juga harus 
diikuti oleh adaptasi dan perubahan dari organisasi/perusahaan bersangkutan. Placer Dome Asia 
Pacific Ltd telah merefleksikan adanya perubahan dan adaptasi tersebut dalam laporannya yang 
berjudul Sustainability Report Update: Caring for the future (2000): 
The mining industry is at a challenging crossroad. Societal expectations have increased to the 
point where some customary practices are no longer desirable, nor acceptable. The urgency for changes is 
reflected in industry debate, media comment and political involvement. 
Proses untuk tetap memperoleh kesesuaian antara aktivitas organisasi/perusahaan 
dengan ekspektasi masyarakat yang sering berubah disebut dengan legitimasi organisasional. 
Proses untuk mendapatkan legitimasi tersebut dapat dikaitkan dengan proses akuntansi. Salah 
satu fungsi dari akuntansi dan konsekuensi pelaporan akuntansi adalah dalam rangka 
memperoleh legitimasi dari masyarakat terhadap eksistensi organisasi/perusahaan tersebut. 
Ekspektasi masyarakat terhadap eksistensi organisasi/perusahaan semakin lama 
semakin meluas. Masyarakat tidak hanya mengaharapkan kinerja keuangan saja, tetapi sudah 
meluas terhadap kepedulian organisasi/perusahaan akan kinerja sosial dan lingkungan. 
Semakin meluasnya ekspektasi masyarakat tersebut akan membawa konsekuensi bahwa 
kesuksesan organisasi/perusahaan tergantung bagaimana memasukkan aspek kemanusiaan, 
lingkungan dan aspek sosial lainnya ke dalam aktivitas organisasi/perusahaan tersebut. 
Menurut Tinker dan Neimark (1987, hal. 84), masyarakat saat ini mempunyai ekspektasi 
tentang institusi bisnis untuk menghasilkan produk/jasa yang mampu memperbaiki dan 
mencegah kerusakan lingkungan fisik, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan konsumen, 
tenaga kerja dan siapa saja yang tinggal di lingkungan di mana produk/jasa diproduksi dan 
sampah/limbah dibuang. 
Konsekuensinya, sebuah organisasi/perusahaan yang memiliki catatan buruk kinerja 
sosialnya, akan mengalami kesulitan di dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan akan 
kelangsungan hidupnya dari komunitas yang sangat menghargai akan kebersihan lingkungan. 
Masyarakat sangat mungkin akan menarik atau membatalkan kontrak sosial dengan sebuah 
organisasi/perusahaan, kecuali organisasi/perusahaan tersebut melakukan strategi tertentu 
untuk mempertahankannya. Sebuah organisasi/perusahaan harus mampu mendemonstrasikan 
akuntabilitasnya yang berhubungan dengan jenis kinerja yang paling mendapat sorotan dari 
masyarakat. Akuntabilitas meliputi dua kewajiban dan tanggung jawab, yakni tanggung jawab 
untuk melaksanakan tindakan tertentu dan tanggung jawab untuk menyediakan informasi 
mengenai tindakan tersebut. Akuntabilitas dan legitimasi adalah dua konsep yang saling 
berkaitan erat dan keduanya akan menjadi titik perhatian utama dalam berbagai bentuk 
pelaporan publik. 
Jika sebuah organisasi/perusahaan dipertanyakan legitimasinya, maka dapat melakukan 
beberapa strategi untuk tetap memelihara legitimasinya tersebut. Menurut Lindblom (1994) 
sebuah organisasi/perusahaan dapat melakukan beberapa strategi berikut untuk tetap 
memperoleh dan mempertahankan legitimasinya: 
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 mendidik dan memberikan informasi yang relevan kepada publik mengenai 
perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kinerja dan aktivitas organisasi/ 
perusahaan; 
 mengubah persepsi publik, tetapi tidak mengubah perilaku aktual mereka; 
 memanipulasi persepsi dengan mengalihkan perhatian publik kepada isu-isu lain 
yang berkaitan dengan tinjauan terhadap simbol-simbol emosional; 
 mengubah ekspektasi eksternal terhadap kinerja organisasi/ perusahaan 
bersangkutan.   
Pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan 
oleh sebuah organisasi/perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasinya. 
Hal tersebut merupakan perspektif yang diadopsi oleh banyak peneliti di bidang laporan 
pertanggungjawaban sosial perusahaan. Pengungkapan informasi mengenai hubungan dan 
dampak operasi sebuah organisasi/perusahaan dengan masyarakatnya dapat diterapkan dalam 
setiap dari empat strategi yang disampaikan oleh Lindblom. Sebagai contoh, sebuah 
organisasi/perusahaan dapat mengungkap informasi untuk menanggapi pemberitaan negatif di 
media masa, atau dapat menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai 
atribut-atribut organisasi/perusahaan yang sebelumnya tidak/belum diketahui oleh publik. 
Sebuah organisasi/perusahaan juga dapat menyampaikan informasi mengenai penghargaan-
penghargaan lingkungan yang diperolehnya untuk menutupi kelemahannya dalam hal adanya 
dampak negativ aktivitas perusahaan seperti polusi. 
 
Motivasi mengelola hubungan dengan kelompok stakeholder tertentu 
Dalam legitimasi teori, pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi 
pertanggungjawaban sebuah organisasi/perusahaan didefinisikan sebagai komunitas. 
Pandangan tersebut hampir sama dengan perspektif dalam Teori Stakeholder. Dalam Teori 
Stakeholder, sebuah organisasi/perusahaan juga dianggap sebagai bagian dari sebuah sistem 
sosial yang lebih luas, tetapi teori ini secara spesifik membedakan kelompok-kelompok 
stakeholder yang ada dalam masyarakat.  
Teori Stakeholder mempertimbangkan adanya ekspektasi yang berbeda-beda dari 
setiap kelompok stakeholder yang akan berpengaruh terhadap operasi dan kebijakan 
pengungkapan informasi organisasi/perusahaan bersangkutan. Sebuah organisasi/perusahaan 
tidak akan memberikan tanggapan yang sama kepada setiap stakeholder, tetapi dalam 
perspektif praktis organisasi/perusahaan tersebut akan memberikan perhatian yang lebih besar 
kepada para stakeholder yang berpengaruh kuat. Kekuatan stakeholder, seperti pemilik, 
kreditor atau lembaga regulator (biasanya pihak pemerintah) dalam mempengaruhi 
manajemen, dipandang dari kekuatan dan kemampuannya dalam mengendalikan sumber-
sumber yang diperlukan oleh organisasi/perusahaan tersebut. Semakin kuat posisi stakeholder 
dalam menentukan kelangsungan hidup dan kesuksesan organisasi/perusahaan, maka akan 
semakin mendapat perhatian dari manajemen. Sebuah organisasi/perusahaan akan sukses jika 
mampu memuaskan bermacam-macam keinginan dari kelompok stakeholder yang 
berpengaruh kuat. Kekuatan stakeholder dapat diukur berdasarkan hal-hal berikut: 
 kekuasaan terhadap sumber daya terbatas (keuangan, tenaga kerja); 
 akses terhadap media masa yang berpengaruh; 
 kemampuan dalam melakukan perlawanan hukum terhadap organisasi/perusahaan 
bersangkutan; 
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 kemampuan dalam mempengaruhi konsumsi benda dan jasa yang diperlukan oleh 
organisasi/perusahaan bersangkutan. 
Perilaku yang berbeda dari kelompok-kelompok stakeholder harus dipertimbangkan 
oleh manajemen dalam menyusun strategi untuk mencapai kesesuaian antara aktivitas 
organisasi/perusahaan dengan lingkungannya. Memperoleh laba yang sesuai dengan keinginan 
investor tidak cukup untuk memenuhi tujuan di atas. 
Freeman (1984) membahas dinamika stakeholders yang mempengaruhi pengambilan 
keputusan dalam organisasi/perusahaan. Peranan penting dari manajemen sebuah 
organisasi/perusahaan adalah menyeimbangkan antara keinginan-keinginan para stakeholder 
dengan strategi organisasi/perusahaan dalam mencapai tujuan operasinya. Jika kekuatan 
stakeholder semakin meningkat maka usaha untuk memenuhi keinginan-keinginan stakeholder 
juga akan semakin meningkat. Permintaan-permintaan dari stakeholder sangat mungkin akan 
dimasukkan sebagai pelengkap di dalam pengungkapan informasi aktivitas organisasi/ 
perusahaan. 
Menurut Ullman (1985), semakin kuat posisi dan pengaruh stakeholder terhadap 
organisasi/perusahaan maka akan semakin besar pula ekspektasi stakeholder tersebut yang 
harus diakomodasi ke dalam operasi organisasi/perusahaan tersebut. Berdasar perspektif ini 
berbagai aktivitas tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh organisasi/perusahaan, termasuk 
di dalamnya pelaporan publik, akan secara langsung berkaitan dengan kelompok-kelompok 
stakeholder tertentu. Sebuah organisasi/perusahaan akan memperoleh insentiv jika mampu 
mengungkap informasi yang menunjukkan secara jelas bahwa program-program yang 
dilaksanakan oleh organisasi/perusahaan tersebut memenuhi ekspektasi para stakeholder. 
Organisasi/perusahaan perlu untuk menyeimbangkan ekspektasi yang berbeda-beda diantara 
berbagai kelompok stakeholder. Ekspektasi dan kekuatan stakeholder dapat berubah-ubah 
sesuai dengan perjalanan waktu, sehingga sebuah organisasi/perusahaan juga harus mampu 
mengadaptasikannya secara kontinyu ke dalam perilaku operasi dan palaporannya. 
Teori Stakeholder juga menyarankan agar sebuah organisasi/perusahaan 
mengidentifikasi apa saja yang dapat memuaskan dan sedang dicari oleh stakeholder dari 
organisasi/perusahaan bersangkutan. Masih menurut Teori Stakeholder, maka sebuah 
organisasi/perusahaan akan berusaha untuk memenuhi kepuasan kelompok stakeholder yang 
paling kuat, atau kelompok yang paling tinggi haknya untuk mengetahui operasi 
organisasi/perusahaan tersebut. 
 
Motivasi meningkatkan kekayaan para pemegang saham dan manajer 
Teori Akuntansi Positif mempunyai asumsi bahwa setiap orang melakukan aktivitas 
karena didorong oleh pemenuhan kepentingan pribadinya. Asumsi tersebut juga menjadi 
acuan dalam beberapa teori ekonomi. Pada dataran riil, orang disebut bersikap rasional dalam 
ekonomi jika ia berusaha untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan pribadinya, yang 
dalam hal ini bisa disamakan dengan memaksimalkan kekayaannya. Jika semua orang 
beraktivitas untuk memenuhi kepentingan pribadinya, maka kita juga bisa menganalogikan 
bahwa manajer memutuskan untuk mengungkap informasi sosial dan lingkungan karena 
mereka mengharapkan mendapatkan peningkatan kekayaan dari aktivitas pelaporan tersebut. 
Peningkatan kekayaan manajer ini mungkin akan didapat dari peningkatan laba atau nilai 
perusahaan. 
Tentu saja akan sangat naif jika kita menganggap bahwa kepentingan pribadi (self 
interest) sebagai motivasi pengungkapan informasi sosial dan lingkungan, dan kita berharap hal 
itu bukan satu-satunya motivasi. Teori-teori seperti Teori Akuntansi Positif, yang 
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mengasumsikan bahwa orang bertindak karena didorong oleh kepentingan pribadi, 
kemungkinan besar tidak mempertimbangkan adanya banyak harapan terhadap usaha-usaha 
pembangunan berkelanjutan. Jika kita bisa menerima definisi sustainabilitas menurut 
Brundtland Report, maka dalam berkonsumsi saat ini kita akan mempertimbangkan 
kelangsungan hidup generasi mendatang.  
 
Motivasi keyakinan sebagai akuntanbilitas organisasi/perusahaan 
Pengungkapan informasi kinerja tanggung jawab sosial dan lingkungan bisa didorong 
oleh karena manajer percaya bahwa berbagai kelompok stakeholder berhak untuk mengetahui 
mengenai implikasi operasi perusahaan terhadap kualitas sosial dan lingkungan. Sudut pandang 
bahwa manajer yakin mempunyai akuntabilitas terhadap kinerja sosial dan lingkungan 
organisasi/perusahaan yang dipimpinnya, dapat kita bandingkan dengan sudut pandang dalam 
Teori Akuntansi positif, bahwa para manajer melakukan aktivitasnya karena semata-mata 
didorong oleh kepentingan pribadi. 
 
Motivasi menghalangi usaha pembuatan regulasi yang lebih memberatkan 
Masih berkaitan dengan motivasi-motivasi sebelumnya, sangat dimungkinkan manajer 
sebuah organisasi/perusahaan, dan organisasi/asosiasi industri melakukan pengungkapan 
informasi kinerja sosial dan lingkungan dalam rangka untuk menghalangi pemerintah menekan 
industri bersangkutan, yang sangat mungkin akan merepotkan karena terlalu banyak 
persyaratan pelaporan. Sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang ini masih sangat minim 
regulasi dari pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja sosial dan lingkungan. Oleh 
karenanya asosiasi industri mengambil ide untuk mengatur sendiri sebelum hal tersebut 
diambil alih oleh pemerintah. 
Motivasi di atas sesuai dengan hasil penelitiannya Deegan dan Blomquist (2001). 
Industri mineral di Australia menerbitkan Environmental Code of Management pada tahun 1996 
yang mengatur tentang pelaporan kinerja sosial dan lingkungan. Responden dari kalangan 
eksekutif industri mineral tersebut, dalam penelitian Deegan dan Blomquist, mengemukakan 
alasan bahwa jika industri mineral tidak segera mengatur sendiri pelaporan kinerja sosial dan 
lingkungan, maka dikhawatirkan pemerintah akan mengeluarkan aturan yang lebih 
memberatkan. 
 
SIMPULAN 
 
Motivasi-motivasi di atas adalah beberapa kemungkinan yang melatarbelakangi 
pelaporan secara sukarela kinerja sosial dan lingkungan sebuah organisasi/perusahaan. Perlu 
ditekankan bahwa kemungkinan masih ada motivasi-motivasi lain yang tidak dibahas dalam 
artikel ini. Beberapa kemungkinan motivasi yang melatarbelakangi perusahaan secara sukarela 
mengungkap kinerja sosial dan lingkungan adalah mempertahankan legitimasi operasi 
perusahaan (Teori Legitimasi); mengelola atau mempengaruhi kelompok stakeholder tertentu 
yang dipandang mempunyai pengaruh kuat; meningkatkan kekayaan para pemegang saham 
dan manajer perusahaan; keyakinan manajer bahwa perusahaan mempunyai akuntabilitas atau 
tugas untuk menyediakan informasi tertentu; dan menghalangi/mendahului usaha-usaha 
pemerintah dalam pembuatan regulasi pengungkapan (disclosure) yang lebih memberatkan. 
Terlepas dari motivasi di belakang voluntary disclosure, triple-bottom-line reporting jika 
diimplementasikan secara benar akan memungkinkan pembaca laporan organisasi/perusahaan 
memperoleh informasi tentang bagaimana kelangsungan operasi organisasi/perusahaan atau 
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juga kelangsungan hidup masyarakat sekitarnya. Perspektif yang dapat diambil dari 
kelangsungan hidup organisasi/perusahaan atau masyarakat sekitarnya adalah supaya bisa 
bertahan maka organisasi/perusahaan tersebut harus aman secara finansial (dibuktikan dengan 
ukuran-ukuran profitabilitas), meminimalkan atau lebih ideal lagi menghapus dampak negativ 
terhadap lingkungan, dan harus beroperasi sesuai dengan ekpektasi masyarakat agar tidak 
kehilangan legalitas operasi dari masyarakat. 
Apa yang telah terjadi selama dekade terakhir dalam perkembangan pelaporan kinerja 
sosial dan lingkungan adalah sangat luar biasa. Pergeseran pandangan tentang pelaporan 
kinerja lingkungan di awal tahun 1990-an, kemudian diikuti dengan trend pelaporan kinerja 
sosial dan pelaporan sustainabilitas, telah menunjukkan perubahan yang drastis dan signifikan 
dalam hal bagaimana sebuah organisasi/perusahaan menghasilkan informasi kinerjanya. Trend 
ini akan semakin meningkat jika para stakeholder semakin mengetahui lebih banyak lagi dan 
peduli terhadap arti pentingnya informasi kinerja sosial dan lingkungan dari 
organisasi/perusahaan yang beroperasi di masyarakat. 
Organisasi profesi akuntansi mestinya dapat diharapkan untuk memasukkan pelaporan 
kinerja sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tugas akuntan. Dan juga sangat diharapkan 
program-program pendidikan akuntansi, terutama perguruan tinggi, memasukkan isu-isu yang 
berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan ke dalam kurikulumnya. Ada beberapa 
universitas di Australia dan Inggris yang telah memulai memasukkan akuntansi sosial dan 
lingkungan ke dalam kurikulumnya walaupun masih sangat bersifat minoritas. Perguruan tinggi 
sangat diharapkan untuk melakukan banyak riset untuk pengembangan pelaporan informasi 
kinerja sosial dan lingkungan. Di beberapa negara Eropa akuntan telah mulai 
menspesialisasikan sebagai akuntan lingkungan, akuntan sosial, dan akuntan keuangan. Hal  
yang sama mungkin juga akan terjadi di Indonesia atau di negara-negara lainnya. 
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